










ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang di lakuka di desa Cieurih 
kec. Maja, kab. Majalengka dengan judul skripsi “tinjauan hukum islam terhadap upah 
catonan di desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka” dengan masalah yang di teliti  
dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana praktek upah catonan di desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upah catonan di desa Cieurih kec. Maja 
kab. Majalengka? 

Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian kualitatif 
yaitu melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang di alami 
oleh subyek penelitian (petani dan buruh tani) misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk memberi gambaran 
sejelas mungkin. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan interview 
dengan objek penelitian. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika induktif 
yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis 
dengan hukum islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan 

Adapun penelitian yang penulis dapatkan dari masalah praktek upah catonan di 
desa Cieurih, kec. Maja kab. Majalengka di antaranya adalah proses terjadinya praktek 
upah catonan tanpa akad tert ulis dan hanya satu kali akad ketika menyuruh menanam 
padi saja, mekanisme pemberian upah menunggu waktu panen tiba dengan 
perbandingan 1:6, masa kerja dalam upah catonan ada dua kali yaitu ketika menanam 
dan panen. Praktek upah catonan yang terjadi di desa Cieurih kec. Maja kab. 
Majalengka dibolehkan menurut hukum islam, karena sudah adanya kerelaan deri 
kedua belah pihak juga upahnya cukup jelas walaupun hanya dengan persentase, ini 
menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Tidak diperbolehkan dengan alasan karena 
upah yang diberikan merupana objek dari pekerjaan tersebut, menurut ulama 
Hanafiyah dan Syafi’iyah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hendaknya penelitian dan 
kajian ini disempurnakan secara komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi 
analisis hukumnya dan juga dalam segi keadilannya. sebagai tinadak lanjut (follo up) 
dan hasil penelitian tersebut disebarluaskan kepada masyarakat islam. Khususnya 
masyarakat desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka. Agar dalam melakukan kegiatan 
muamalah berpedoman terhadap ajaran islam. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya 
diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal 
ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam 
pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah seputar hukum islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT 

dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya 

adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta 

memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak 

menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan 

rendah, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya 

perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan 

Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati 

sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT, 

yang membedakan hanyalah kadar ketaqwaannya. 1 

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan 

makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah 

meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh 

individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan 

orang lain. Bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2: 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya, (Surabaya: al- Hidayah, 2002),13 

1
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 الْعِقَابِ شدِيد اللَّه إِنَّ اللَّه واتّقُوا والْعدوانِ الإثْمِ علَى تعاونوا ولا والتّقْوى رِّ الْبِ علَى وتعاونوا

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 2 

Islam adalah agama yang bersifat syumu>liyyah (sempurna). Dikatakan 

bersifat syumu>liyyah karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama- 

agama sebelumnya dan syari’atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik 

ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga 

ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Kholiq-nya. Ibadah juga 

merupakan sarana untuk mengingat secara kontinyu tugas manusia sebagai 

kholifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi 

rules of game atau aturan manusia dalam kehidupan sosial. 3 

Islam juga bersifat hara>kiyah, maksudnya islam dapat diterapkan dalam 

setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 

Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain 

cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara 

muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang 

diriwayatkan oleh sahabat Ali: 

2  Ibid, 157 
3 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 4
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“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak 

mereka adalah hak kita”. 4 

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang 

paling baik. 5 Diantara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah 

adalah system kerjasama perburuhan dan sistem kerja sama pengupahan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling mengutungkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi majikan maupun bagi pekerjanya. 

Upah merupakan insrtumen yang dapat digunakan untuk mengukur 

sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang 

telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupaka persoalan yang 

hanya berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih 

berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang perhargaan 

berarti tenta ng bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain 

dalam kehidupan. 

Pemberian upah (al-ujrah) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena 

perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan 

yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang 

4  Ibid., 5 
5 Hendi Suhendi, Fiqih Mua>malah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2
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satu menjadi kewajiban bapi pihakyang lainnya, dan kewajiban sebagai majikan 

adalah memberikan upah yang layak dan sesuai. 6 

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, 

mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan islam tentang hak 

buruh dalam menerima upah bisa terwujud. Yang ada kaitannya dengan 

penetapan upah kerja secara umum dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90 

 وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى

 يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.” 7 

Allah berfirman dalam QS. As-Syu’ara (26): 183 

فْسِدِينضِ ما فِي الأرثَوعلا تو ماءَهيأَش اسّوا النسخبلا تو 
“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” 

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Cieurih Kecamatan 

Maja Kabupaten Majalengka, yang mayoritas mata pencahariannya adalah patani 

dan buruh tani. Pada masyarakat desa Cieurih terdapat suatu sistem pengupahan 

yang di sebut sistem “catonan”. 

6 Djumialdji fc, Perjanjian Kerja (Jakarta: buki aksara 1994), 39 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya, 415
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“Catonan” bahasa daerah sunda berasal dari kata “catu” berarti bagian 

atau jatah. 8 Pengertian sistem “catonan” adalah sitem upah berupa bagian padi 

yang di berikan oleh pemilik sawah kepada orang yang disuruh untuk menanam 

padi, dan ketika datang waktu panen mereka yang disuruh menanam padi itu 

yang menuai padi. Sistem “catonan” merupakan suatu kebiasaan di desa Cieurih, 

karena semua orang yang punya sawah pasti memakai sistem ini. Yaitu 

menyuruh orang untuk menanami padinya, dan orang yang punya sawah pasti 

sudah memperkirakan berapa orang yang dibutuhkan untuk menanami sawahnya. 

Dalam sawah seluas 1 hektar bisa menyuruh orang sekitar 30 orang. Orang yang 

disuruh menanam padi itu tidak diberi upah secara langsung dan tidak ada 

ketentua n yang pasti berapa upah yang akan mereka terima. 9 Dalam ajaran islam 

seseorang disyaratkan bila mempekerjakan seseorang itu harus member tahu 

berapa upah yang akan mereka terima. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang 

diriwayatkan  oleh Abu Sa’id Al- Khudri 

نعِيدٍ أَبِي عإِذَا قَالَ س ترأْجتاس ا أَجِير هلِمفَأَع هرأَج 

“Dari Abi said al-Khudri ra bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang 
mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan 
kepadanya berapa upahnya. ”(HR. An-Nasa’i) 10 

8 Budi Rahayu Tamsan, Kamus Lengkap SundaIndonesia, IndonesiaSunda, SundaSunda, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2003), 307 

9 Sapi’I, Wawancara, Majalengka 13 April 2011 
10 An-Nasa’I, Abu 'Abdurrahman Ahmad bin  'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinan bin Bahr al- 

Khurasani al-Qadi Imam, Sunan An-Nasa>’I jilid III, (Beirut, Libanon: Dar al- Fikr cet.I, 1930), 32
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Mereka baru mengetahui berapa upahnya setelah mereka ikut panen 

nanti, padahal tidak ada kepastian bagaimana tanaman padinya nanti dan berapa 

hasil yang bisa mereka dapatkan. Hal ini tidak sesuai dengan hadits Nabi 

Muhammad SAW: 

ندِ عبنِ اللَّهِ عب رمولُ قَالَ قَالَ عسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسطُوا وأَع الْأَجِير هرلَ أَجقَب 

 عرقُه يجِف أَنْ

“Dari Abdullah ibn umar ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda Berikanlah 
upah orang upahan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). 11 

Adapun “catu” pembagian hasil panen adalah 6:1 dari hasil panen yang 

mereka dapat, jika tanamannya bagus mereka dapat lumayan banyak “catu”. 

Akan teta pi jika tanamannya terkena hama atau bencana merekapun hanya dapat 

sedikit atau bahkan tidak dapat sama sekali. 

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah ”Catonan” Di Desa Cieurih Kecamatan 

Maja Kabupaten majalengka”. Penulis mengangkat judul tersebut, karena 

praktek upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cieurih masih terdapat 

indikasi tert entu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum islam baik dari 

segi syarat dan rukun serta praktek pelaksanaan upah ”catonan”. Berdasarkan 

11 Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, Sunan Ibnu Majah jilid 
II, 20

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



7 

permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan 

penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktek 

upah ”catonan” di desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah 

dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Pengertian pengupahan dengan sisten ”catonan” 

2. Sistem kerja buruh tani 

3. Praktek pengupahan dengan sisten “catonan” di Desa Cieurih Kecamatan 

Maja Kabupaten Majalengka. 

4. Besarnya Upah dari system “catonan” yang di terima oleh buruh tani di Desa 

Cieurih. 

5. Pelaksanaan pembayaran upah “catonan” buruh tani di desa cieurih 

6. Konsep upah dalam hukum islam, 

7. System pengupahan dalam islam 

8. Tinjauan hukum islam terhadap sisten upah “catonan” di desa Cieurih.
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan dengan keterbatasan penulis, 

maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan saja. Diantara masalah 

yang akan di bahas penulis adalah: 

1. Praktek sistem upah ”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten 

Majalengka. 

2. Tinjauan hukum islam terhadap sistem upah ”catonan” di Desa Cieurih 

Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. 

D. Rumusan Masalah 

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana praktek upah catonan di di Desa Cieurih Kecamatan Maja 

Kabupaten Majalengka? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem upah ”catonan” di Desa 

Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka? 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tenta ng kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti  sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan
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atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. 12 Dalam karya-karya 

maupun penelitian sebelumnya memangtelah ada pembahasan tenta ng upah. 

Tetapi berbeda maksud, tempat penelitian dan objek yang di bahas. 

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tenta ng ” Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap sistem upah ”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja 

Kabupaten Majalengka”. Dan masalah upah ini telah di bahas oleh beberapa 

mahasiswa syari’ah IAIN Sunan Ampel surabaya dengan judul ”Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem 

Borongan” 13 karya dari Wiwik pokok permasalahan ini adalah tenta ng upah bagi 

buruh tani pengetam padi, hal ini walaupun penelitiannya sama yaitu seputar 

pertanian teta pi permasalahannya berbeda dengan upah sistem ”catonan”. 

Karya selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul ”Analisa Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan Di Desa 

Tanjungwidorokecamatan Bungan Kabupaten Gresik” 14 buah karya dari M. Aly 

Fahmi Firmansyah, yang dalam pembahasannya mengangkat masalah buruh bagi 

pandego dengan persenan di daerah Gresik. Ini juga sangat berbeda sekali dengan 

apa yang penulis bahas. 

12 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi, 9 
13 Wiwik, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi 

Dengan Sistem Borongan” (Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah Jususan MuamalahJinayah, 1998) 
14 M.Aly Firmansyah, Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan 

Sistem Persenan Di Desa Tanjungwidorokecamatan Bungan Kabupaten Gresik, (Surabaya, Skripsi 
Fakultas Syari’ah Jususan Muamalah;2010)
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Berdasarkan yang telah di paparkan di atas merupakan sebuha acuan 

penulis. Dari uraian di atas penulis tert arik untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang sistem upah catonan yang penulis teliti di daerah penulis sendiri. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang upah dengan sistm 

”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka adalah; 

1. Untuk mengetahui praktek upah dengan sistm ”catonan” di Desa Cieurih 

Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap upah dengan sistm 

”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk: 

1. Dari segi teoritis , hasil penelitian tenta ng penetapan upah dengan sistem 

”catonan” Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Di 

harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti 

membangun, memperkuat teori, menyempurnakan, atau bahkan membantah 

teori yang sudah ada, dan juga untuk memperkaya khazanah pemikiran 

hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi 

dimasyarakat mengenai hukum upah dengan sistem ”catonan” Desa Cieurih 

Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka
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2. Dari segi praktis, hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi awal, dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukanpenelitian 

lebih lanjutdasn dalam penerapan sistem pengupahan khususnya pengupahan 

bagi buruh tani dengan sistem ”catonan” yang terjadi di Desa Cieurih 

Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, dan Dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan juga bahan penyuluhan baik secara komunikatif, 

informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Cieurih 

Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 

H. Definisi Operasional 

Terdapat beberapa konsep dalam judul skripsi ini yang yang perlu di 

benahi definisinya secara oprasional agar tidak terjadi kesalah fahaman, untuk 

lebih jelasnya yaitu: 

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentua n-ketentua b yang 

berdasarkan atas Al-Qur’an dan Hadits serta 

pendapat para ulama fiqih, 15 khususnya yang 

mengenai upah atau ujrah. 

15 Sudarsono, Kamus Hukum Islam, (Jakarta:  Rineka Cipta, 1992), 12
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Upah : Memberikan sejumlah uang atau yang lainnya yang 

di berikan kepada buruh tani sebagai ganti jasanya 

dalam melakujkan pekerjaan yang di berikan 

kepadanya. 

Catonan : Sistem pengupahan berupa bagian padi dari hasil 

panen yang diberikan kepada buruh tani sebagai 

ganti jasa atas pekerjaananya dengan beberapa cara 

pembagian. 

I. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang 

digunakan oleh peneliti sesuai dengan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

itu sendiri, sehingga penelitian itu bisa di anggap valid dan dapat di pertanggung 

jawabkan secara ilmiah dan profesional. 

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan 

pendekatan kualitatif dan deskriptif.  Pendekatan kualitatif adalah penulis 

melakukan penelitian yang bermaksud untuk memahami tenta ng apa yang di 

alami oleh subyek penelitian (petani dan buruh tani) misalnya perilaku, persepsi, 

motovasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
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memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 16 Sedangkan penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitian yang memberikn gambaran atau uraian atas satu keadaan sejelas 

mungkin tanpa ada pelakuan terhadap objek yang di teliti . 17 Agar dalam 

penyusunan karya ilmiah dapat hasil yang maksimal, maka ada beberapa tahapan 

dalam penyusunannya, yaitu: 

1. Data yang dikumpulkankan 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian tenta ng pelaksanaan upah 

”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja adalah sebagai berikut: 

a. Data tenta ng waktu dan tempat penelitian, 

b. Data tenta ng sistem kerja buruh tani yang berkaitan dengan upah 

”catonana” di desa cieurih, 

c. Data tenta ng sistem pengupahan ”catonan”, 

d. Data tenta ng besarnya upah ”catonan” 

e. Data tenta ng penetapan sistem upah ”catonan” 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi simber data dalam penelitian kali ini adalah: 

a. Sumber primer 

1) Pemilik sawah 

16 Lexy J Maloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) 6 
17 Roeny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis, (Jakarta: PPM, 

2004), 105
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2) Buruh tani 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk 

mendukung sumber data primer, antara lain : 

1) Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II, 

penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum 

Press, 2001) 

2) A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: kencana, 

2006) 

3) Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) 

4) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 

5) Hendi suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002) 

6) Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab 

Syafi’I 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 

7) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh 

Muamalah), (Jakarta: Rajawali Pres, 2003) 

8) Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung CV. Pustaka Setia, 

2001)
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9) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, penerjemah: Kamaluddin, (Bandung: 

PT. Al-Ma’arif, Cetakan X, 1987) 

10) Dan sumber-sumber pendukung lainnya. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 18 Dalam penelitian ini 

mengambil populasi dari wilayah Desa Cieurih Kecamatan Maja 

Kabupaten Majalengka, kemudian populasi yang dijadikan penelitian 

adalah para masyarakat Desa Cieurih yang melakukan sistem upah yakni, 

seluruh petani dan buruh tani. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampel yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat- 

sifat tert entu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan 

ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya dalam hal ini petani dan buruh tani. Jadi ciri-ciri atau sifat- 

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2006), 130
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sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama 

pengambilan sampel. 19 

Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini 

tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat di Desa Cieurih 

yang melakukan system upah “catonan” yang dilakukan oleh seluruh 

petani dan buruh tani, maka penulis mengambil sampel 30 orang yang 

melakukan sistem upah “catonan” dari pihak petani dan buruh tani. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, 

penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat 

secara sistematis obyek yang diteliti ). 20 Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui gambaran umum obyek penelitian, yaitu: letak geografis, 

keadaan pendidikan, sosial agama, sosial budaya, sosial ekonomi serta 

mengamati praktek upah ”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja 

Kabupaten Majalengka. 

19 Narbu Cholid dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116 
20 Ibid., 70
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b. Interview (Wawancara) 

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam 

pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung 

dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, 

wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. 21 

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Pihak-pihak yang terkait dalam praktik system “catonan” yaitu antara 

petani (pemilik sawah) dan buruh tani 

2. Tokoh Masyarakat 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda- 

benda tert ulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 

catatan harian lainnya. 22 Yang di maksudkan guna memperolah data data- 

data yang berhubungan dengan upah atau ujrah yang digunakan penulis 

sebagai landasan teoritis  terhadap permasalahan yang di bahas. 

21 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yokyakarta: Andi Offset, 1991), 193 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  131
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5. Teknik Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian 

menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 

mengumpulkan data tenta ng Pelaksanaan upah ”catonan” di Desa Cieurih 

Kecamatan Maja yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis 

menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan 

menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk 

diambil kesimpulan. 

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode 

yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil 

penelitian di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, 

kemudian ditinjau secara menurut hukum Islam. 

J. Sistematika pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tenta ng: Latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.
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BAB II : Landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur 

yang di gunakan sebagai pisau analisa data, tujuannya untuk 

membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan 

menganalisa fenomena yang ada. Bab ini memuat tenta ng konsep 

upah (ujrah) dalam islam meliputi: pengertian,  syarat dan rukun 

ujrah, dasar hukum upah, pengertian upah, ketentua n upah, 

pelaksanaan upah. 

BAB III : Dalam bab ini membahas tenta ng hasil penelitian yang berisi 

tenta ng gambaran umum Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten 

Majalengka, praktek sisten upah “catonan” Desa Cieurih Kecamatan 

Maja Kabupaten Majalengka 

BAB IV : Berisi tenta ng tinjauan hukum islam terhadap sistem upah 

“catonan” Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan 

saran-saran.
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BAB II 

UPAH (UJRAH) DALAM ISLAM 

A. Pengertian 

Secara etimologi kata al- ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti 

al-‘iwad{ yang dalam bahasa Indionesia berarti ganti atau upah. 23 Dalam 

syariat islam ija>rah adalah jenis akad mengambil manfaat dengan 

kompensasi. 24 Al-ija>rah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. 25 

Menurut Hasbi As- S{iddiqie bahwa ija>rah adalah akad yang obyeknya 

ialah penukaran manfaat untuk masa tert entu atau pemilikan manfaat 

dengan imbalan, sama juga dengan menjual manfaat. 26 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar 

tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 27 

23 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).114 
24 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara cet I, 

2006), 203 
25 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Daar Al- Fikr, 

1989), 729 
26 Hasbi As- S{iddiqie, Pengantar Fiqih Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 85-86 
27 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2000), 1250 
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Adapun Afzarur Rahman mengungkapkan bahwa upah adalah harga 

yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan 

seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya 28 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. 

Dalam hal tersebut menurut ketentua n pasal 1 huruf (a) PP. No. 8 Tahun 

1981, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang diteta pkan menurut suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh 

sendiri maupun untuk keluarganya. 29 

B. Dasar Hukum 

Terdapat banyak ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi saw yang berkaitan 

dengan hukum perjanjian ija>rah. Antara lain dalam Surat ali imran ayat 57: 

 الظَّالِمِين يحِبّ لا واللَّه أُجورهم فَيوفِّيهِم الصّالِحاتِ وعمِلُوا آمنوا الَّذِين وأَمّا

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, 
maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala 

28 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, penerjemah , Soeroyo Nastangin.( Jakarta : 
Dana Bhakti Wakaf, 1995), 68 

29  F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet. II, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994), 40
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amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim” 
30

Kalau  pada  ayat  sebelumnya  dikatakan  bahwa  orang  yang  menolak 

ajaran  Allah  akan  mendapat  siksaan  di  dunia  dan  di  akhirat,  maka  orang 

orang  yang  mengerjakan  perbuatanperbuatan  yang  shalihpun  akan  diberi 

Allah  ganjaran  dengan  sempurna,  sejak  dari  dunia  sampai  ke  akhirat.  Bila 

iman  telah  tumbuh  di  dalam  jiwa,  belumlah  mereka  akan  puas  kalau  itu 

belum  dibuktikan  dengan  amal.  Bilamana  satu  amal  sudah  selesai  dengan 

baik,  sebab  kewajiban  yang  timbul  dari  dalam  seruan  batin  telah 

dilaksanakan. Amal usaha yang banyak memberikan kepuasan di dalam diri 

sendiri,  sebab  hidup  telah  bernilai.  Kelak  di  akhirat  akan  mendapat 

kebahagiaan berlipat ganda lagi. 

Surat an-Nah{l ayat 97 

نمِلَ ما عالِحص ذَكَرٍ مِن ثَى أَوأُن وهو مِنؤم هّنيِيحاةً فَلَنيةً حطَيِّب مهّنزِيجلَنو مهرأَج 
 يعملُونَ كَانوا ما بِأَحسنِ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan” 31 

Dalam menafsirkan an- Nahl ayat 97 ini, Quraisy Syihab 

menjelaskan dalam kitabnya Tafsir al-Misba>h sebagai berikut: 

30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya, (Surabaya: al- Hidayah, 2002), 85 
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya, 417
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Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia 

dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi 

mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. 

Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai 

segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan 

manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh az-Zamakhsari, 

amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur’an 

dan atau Sunah Nabi Muhammad Saw. Menurut definisi Muhammad Abduh 

dan Zamakhsari di atas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha 

(perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat 

perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang- 

barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang 

bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia 

dan imbalan di akhirat. 32 

Surat al- Qas{as{ ayat 26 

ا قَالَتماهدا إِحتِ يأَب هأْجِرتإِنَّ اس رينِ خم ترأْجتاس ّالْقَوِي الأمِين 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

32 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misba>h (Jakarta: Lentera Hati Cet, III, 2007), 341-342
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paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya". 33 

33 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya, 613
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Surat al-Kahfi ayat 77 

 جِدارا فِيها فَوجدا يضيِّفُوهما أَنْ فَأَبوا أَهلَها استطْعما قَريةٍ أَهلَ أَتيا إِذَا ى حتّ فَانطَلَقَا
رِيدأَنْ ي ّقَضني هقَالَ فَأَقَام لَو شِئْت ذْتخّهِ لاتلَيا عرأَج 

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada 
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu 
tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir 
roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu 
mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". 

Menurut  mahzab  Hambali  ayat  ini  menjadi  dalil  bagi  sahnya 

pembayaran upah dengan makanan atau pakaian 

Surat at-Thalaq ayat 6 

ّنوهكِنأَس ثُ مِنيح متكَنس مِن دِكُمجلا وو ّنوهّارضيِّقُوا تضلِت ّهِنلَيإِنْ عو ّأُولاتِ كُن 
 وأْتمِروا أُجورهنّ فَآتوهنّ لَكُم أَرضعن فَإِنْ حملَهنّ يضعن حتّى علَيهِنّ فَأَنفِقُوا حملٍ
كُمنيوفٍ برعبِم إِنْ و متراسعت ضِعرتفَس ى لَهرأُخ 

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) 
mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika
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kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya” 34 

Wajib atas seorang ayah (yang menyusukan anaknya kepada orang 

lain) memyerahkan upah (persusuan) dengan ma’ruf atau yang sepatutnya, 

yaitu tanpa menunda-nunda, dan mengurangi. Sebagaimana ayat, “apabila 

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. 

Bahwa tidaklah wajib bagi seorang yang mempekerjakan (seperti 

orang yang meminta agar anaknya disusui) kecuali apa yang telah menjadi 

kesepakatan dalam aqad pekerjaannya, sesuai ayat tersebut diatas. Maka 

apabila orang yang dipekerjakan meminta kepadanya untuk menambah dari 

upah yang telah disepakati maka tidak wajib baginya untuk memenuhinya 

walaupun kebutuhan bertambah 

Adapun hadis yang menjadi dasar di syari’atkannya akad ija>rah adalah: 

ننِ عاسٍ اببع ضِير ا اللَّهمهنقَالَ ع مجتاح بِيلَّى النص هِ اللَّهلَيع لَّمسطَى وأَعو امجالْح 

“Dari Abdullah ibn Abbas ia berkata: nabi SAW melakukan bekan dan 
memberikan upah bekam.” (HR. Bukhari). 35 

Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan upah itu di bolehkan 

dalam ajaran agama 

34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya, 946 
35 al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 

Badrdizbah, Shahi>h al- Bukha>riy Biha>siyah al-Ima>m as-S}indiy,( Beirut, Libanon: Darul Kutub al- 
Ilmiyah cet; IV, 2008), 70
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Diterangkan juga bahwa Rasulullah pernah melakukan ujrah dengan 

orang kafir Quraisy. Sebagaiman hadis yang di riwayatkan dari ‘Aisyah rah 

katanya Nabi SAW dan Abu Bakar ra. 

 اللَّهِ رسولُ واستأْجر قَالَت وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النبِي زوج عنها اللَّه رضِي عائِشةَ أَنَّ
 كُفَّارِ دِينِ علَى وهو خِريتا هادِيا الديلِ بنِي مِن رجلًا بكْرٍ وأَبو وسلَّم علَيهِ ه اللَّ صلَّى
 ثَلَاثٍ صبح بِراحِلَتيهِما لَيالٍ ثَلَاثِ بعد ثَورٍ غَار وواعداه راحِلَتيهِما إِلَيهِ فَدفَعا قُريشٍ

“Dari ‘Aisyah rah berkata: Rasulullah dan Abu Bakar mengupah kepada seorang 
laki-laki dari golongan kabilah bani Dil sebagai penunjuk jalan yang sangat pandai 
sedangkan orang itu mengikuti agama yang di anut orang kafir Quraisy. Nabi dan 
Abu Bakar menyerahkan kepada penunjuk jalan itu dua ekor kendaraan berupa unta 
yang kuat dalam perjalanan kemudain melakukan perjanjian agar di jemput di gua 
tsur sesudah tiga hari dengan membawa kedua kendaraan yang pernah di serahkan 
yaitu pada waktu pagi hari dari hari yang ketiga.” (HR. Bukhari) 36 

Perintah memberikan upah adalah bukti dibolehkannya akad ijarah. 

C. Rukun dan Syarat Ujrah 

1. Rukun Ujrah 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau 

36 Ibid., 63
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rukun-rukun yang membentuknya. 37 Menurut ulama kontemporer rukun 

yang membentuk akad itu ada empat yaitu: 

a. Para pihak yang membentuk akad (mu’jir dan musta’jir) 

Di syaratkan bagi para pihak adalah balig, berakal dan cakap 

hukum 

b. Pernyataan kehendak para pihak (ijab dan qa>bul) 

c. Objek akad (ujrah) 

d. Tujuan akad 

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. 38 

2. Syarat Ujrah 

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang 

melekat dalam akad ujrah diantara kedua belah pihak yang saling 

berakad disyaratkan sebuah akad ujrah dinyatakan sah jika memenuhi 

syarat-syarat berikut:. 39 

37 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 
95-96 

38 Musthafa Ahmad az-Zarqa’, al-Fiqh al-Isla>miyfi S|aubihi al-Jadi>d;al-Madkhol al-Fiqhi al- 
A>mm, (Damaskus: Matabi’ Alifba’ al- Adib, 1967-1968), 312 

39 al-Kasani, ‘Alauddin Abu Bakar ibn Mas’ud, Bada>’i as –S~ana’ fi Tarti>b asy-Syar’i juz IV, 
(Beirut: Dar al- Ihya at-Turas al- ‘Arabiy, 1998), 31
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a. Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad untuk 

melakukan ujrah. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa 

melakukan akad itu maka akadnya tidak sah. 

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. 

 م لَّ س و هِ ي لَ ع االلهُ لى ص االلهِ لُ و س ر الَ قَ لُ و قُ ي ي رِ د لخُ اْ د ي عِ س ا ب أَ
 اض ر ت ن ع ع ي لب اْ ا م ن إِ

“Abi said al-khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat” 40 

Hadis ini dengan jelas menunjukan bahwa akad jual beli 

didasarkan pada kata sepakat. Meskipun hanya akad jual beli saja 

yang disebutkan dalam hadis ini namun untuk akad-akad yang lain 

dianalogikan kepada jual beli termasuk dalam perjanjian perburuhan 

atau upah mengupah, sehingga dengan dasar analogi ini akad upah- 

mengupah didasarkan kepada kata sepakat. 

b. Obyek ujrah itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’, ini berarti 

agama tidak memperbolehkan mengupah seseorang untuk disuruh 

melakukan suatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang. 41 

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah 

sebuah tuntut an untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena 

40 Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi>'i al-Qarwini, Sunan Ibnu Majah jilid 
II, hal, 737 

41 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232
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ketidak jelasan obyek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan 

mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa seorang 

pekerja tanpa menyebutkan obyek kerjanya, seperti menjahit, 

menggembala, mencangkul dan sebagainya, maka akad itu tidak sah. 

c. Perlunya penjelasan obyek kerja bagi para tenaga kerja kolektif 

dengan menunjukan atau menentukannya, atau dapat pula dengan 

penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa 

pekerja untuk menggali sumuer, maka harus dijelaskan kepadanya 

mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena 

penggalian sumur berbeda-beda sesuai \kondisi-kondisi itu. 

Tidak boleh ujrah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya 

fardu ‘ain. Tidak sah menyewa seseorang untuk berperang atau 

mengerjakan shalat lima waktu, sebab manfaat (pahala) tidak jatuh 

untuk si musta’jir teta pi untuk orang yang mengerjakannya. 42 

Adapun upah yang menjadi bagian dari objek akad menurut 

mayoritas ulama akad ijarahnya menjadi batal, menyewa penggiling 

dengan upah sebagian biji-bijian yang du giling atau satu sha’ dari 

tepungnya. 

42 Ibnu Ma’sud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Sya>fi’i Buku 2 Muamalah, Munakahat, 
Jinayah, (Bandung: Pustaka Sedia Cet:II, 2007),140
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Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa 

berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan 

juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau 

lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang 

dihasilkan, karena bisa saja biji-biji itu kopong karena termakan ulat. 

Namun ulama malikiyah membolehkan hal ini karena ia 

menyewa dengan upah bagian makananyang diketahui, dan upah 

penggilingan dari bagian makanan itu juga jelas. 43 

d. Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tert entu dan sesuatu yang 

bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu 

yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan 

di kemudian hari. Kedua belah pihak yangt bertransaksi harus 

menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk 

menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad. 44 

Upah harus berupa mal mutaqawim, yaitu harta yang halal 

untuk dimanfaatkan. Besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh 

kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah 

makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung 

43 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu, Jilid V (Damaskus: Da>r al- Fikr, 1989), 
401 

44 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mua>malah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
157
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unsur jahalah (ketidak-pastian). Ija>rah seperti ini menurut jumhur 

ulama selain al-Ma>likiyah, adalah tidak sah. Sedangkan fuqaha>’ al- 

Ma>likiyah menetapkan keabsahan ija>rah tersebut sepanjang ukuran 

upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan. 45 

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, 

maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan 

gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai 

pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang 

diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi 

gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau 

terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak 

boleh dikurangi dari jumlah yang diperjanjikan 

Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa 

rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu 

pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak 

memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat 

mengantarkan kepada riba. 

Memberikan upah dari sebagian pekerjaan yang disewa, para 

ulama sendiri berbeda pedapat diantaranya  yang tidak  

45  Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu. 401
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memperbolehkan adalah syafi’iyah dan hanafiyah mereka berdalil 

dengan hadis nabi  yang melarang upah qafiz tukang giling. 

Maksudnya adalah seseorang meminta orang lain menggilingkan 

beberapa qafiz tertentu dengan upah sebagian qafiz yang digiling. 

Sedangkan yang membolehkan adalah ulama Ma>likiyah dan 

Hanabilah mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika 

takarannya jelas. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh ulama 

Sya>fi’iyah dan Hanafiyah di atas di anggap tidak shahih menurut 

mereka. 

Lebih spesifik lagi ulama Hanabilah membolehkan apa yang 

ada di dalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan 

untuk memberikan sebagian gandun atau padi bagi yang 

mengeringkan atau membawanya 46 

e. Waktu kerja, dalam akad ija>rah harus disebutkan juga waktu 

pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian 

atau selesainya pekerjaan tertentu,  selain itu harus ada juga perjanjian 

waktu bekerja bagi aji>r. 47 

46 . Ibid. 
47 Nur Huda et al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, (Jakarta: Kencana, 

2008),230
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D. Macam-Macam Ujrah 

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah 

yang telah disebutkan (ajrun musamma), Kedua, upah yang sepadan (ajrun 

mis|li). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika 

disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, 

sedangkan upah yang sepadan (ajrun mis|li) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja), jika 

akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaanya. 

Orang yang menentukan upah tersebut (ajrun mis|li) adalah mereka 

yang mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan 

standar yang diteta pkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu 

negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun 

pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan 

besarnya upah ini disebut dengan Khubara>u’. 48 

E. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja 

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan 

di atas, maka terjadi hubungan hukum di antara pihak-pihak yang melakukan 

48 M.I Yusanto,dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Cet I, (Jakarta : Gema 
Insani Press, 2002), 67
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perjanjian. Dengan timbulnya hubungan di atas, akan melahirkan hak dan 

kewajiban di antara para pihak tersebut. 

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja itu berarti menjadi hak 

pemberi kerja dan apa yang menjadi hak pekerja berarti menjadi kewajiban 

pemberi kerja, yang menjadi hak dan kewajiban pekerja adalah: 

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau 

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khusus. 

2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti . 

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 

dikerjakan, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah 

mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.  

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan 

tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan. 

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi 

pekerjaan adalah sebagai berikut. 49 

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 

49 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi islam, (Jakarta: Sinar Grafika cet:2, 2000), 153- 
154
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2. Hak  atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. 

3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. 

4. Hak atas jaminan sosial 

F. Sistem Pengupahan 

Secara umum dalam ketentua n Al-Qur’an yang berkaitan dengan 

penentuan upah kerja ini terdapat  dalam surat an-Nahl ayat 90 yang artinya:  

 والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذِي وإِيتاءِ والإحسانِ بِالْعدلِ يأْمر اللَّه ِنَّ إ

عِظُكُمي لَّكُمونَ لَعذَكَّرت 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran” 50 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi 

pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para 

pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja 

tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih 

50 . Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya.
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payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu 

maka kewajiban si majikan adalah untuk mensejahterakan para pekerjanya, 

termasuk dalam hal ini member upah yang layak. 51 

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentuka n syarat yang 

telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka 

majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja 

sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui 

bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus 

membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian 

kerja yang mereka buat dan setujui bersama. 

Menurut maz|hab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan 

adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan 

menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan 

menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

berdalil kepada sabda Rasulullah SAW : 

 شرُُوطِهِم عِند اَلْمسلِمونَ : وسلَّم علَيهِ االلهُ صلى االلهُ الرسولِ قَولُ

”Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”. 

51 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika cet ketiga, 2004), 157
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Hadis tersebut memuat syarat-syarat pembayaran gaji. Kalau dalam 

akad di atas, masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan 

penundaan gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian 

yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada 

pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. 

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau 

menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu,  

maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. 52 

Ini juga sesuai dengan kaidah hukum islam bahwa ”pada dasarnya 

akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa 

yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.” 

Boleh juga untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan 

masyarakat setempat sebagai mana dalam hadis Nabi SAW: 

ديوس نسٍ بقَالَ قَي تلَبا جةُ أَنمرخمو دِىبا الْعزب مِن رجا هنيكَّةَ بِهِ فَأَتا ماءَنولُ فَجسر 
 قَالَ فَ بِالأَجرِ يزِنُ رجلٌ وثَم فَبِعناه بِسراوِيلَ فَساومنا يمشِى - وسلم عليه االله صلى - اللَّهِ
ولُ لَهسزِنْ « - وسلم عليه االله صلى - اللَّهِ ر جِحأَرو « . 

Suwaid bin qais berkata: “ aku dan makhramah al- abdiy pernah mengimpor 
pakaian dari kota Hajar. Barang tersebut kami bawa ke kota makkah, maka 
sambil berjalan Rasulullah Saw mendatangi kami, lalu beliau menawar 

52 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, 209
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beberapa celana, kemudian kami jual elana itu kepada beliau. Di sebelah, 
ada seseorang yang sedang menimbang dengan upah, Rasulullah berseru 
kepadanya, “timbang dan lebihkan”,” (HR. Abu Dawud) 53 . 

Jika majikan tidak memiliki mata uang nominal, maka pembayaran 

gaji pekerja dengan benda (asal pekerja mau menerima) dapat dilakukan. 

Asalkan benda tersebut memiliki nilai standar pasar yang memiliki sifat 

mubah dan jelas manfaatnya. Pembayaran upah atau gaji dalam bentuk 

benda harus diikuti dengan taksiran yang sama dengan jumlah gaji atau 

upah dalam nilai mata uang nominal 

G. Pelaksanaan Ujrah 

Dalam pelaksanaan ujrah ini dipengaruhi oleh empat faktor yang 

saling berkaitan. Adapun faktor- taktor tersebut adalah 

1. Bentuk dan jenis pekerjaan 

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan 

siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, 

agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang 

dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentua n bisa menghilangkan 

kekaburan persepsi sehingga transaksi ija>rah tersebut berlangsung secara 

53 Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-SijistanAbu 
Dawud, Sunan Abu Dawud Jilid III, (Kairo: Darul Hadits, 1999), 1450
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jelas. Setiap transaksi ija>rah disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur 

kekaburan, maka status hukumnya tidak sah. 

2. Masa Kerja 

Dari segi masa kerja yang diteta pkan, transaksi ijarah dapat 

dikelompokan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Ada transaksi yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan 

yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa 

kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model 

tert entu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja 

harus menyelesaikan pakaian tersebut. 

b. Ada transaksi ija>rah yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa 

harus meyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan 

memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang 

tersebut harus memperbaiki banguan selama satu bulan, baik 

bangunan tesebut selesai diperbaiki maupun tidak. 

Ada transaksi ija>rah yang menyebutkan masa kerja 

sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan 

membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan. 

3. Upah Kerja
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Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ija>rah disebutkan 

secara jelas. 54 Diriwayatkan  oleh Abu Sa’id Al- Khudriy 

نعِيدٍ أَبِي عإِذَا قَالَ س ترأْجتا اسأَجِير هلِمفَأَع هرأَج 

“Dari Abi Said al-Khudri ra bahwa Nabi Saw bersabda barang siapa 
yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah 
menyatakan kepadanya berapa upahnya. ” (HR. An-Nasa’i) 55 

Hadis ini memberi pemahaman tenta ng tata cara bagaiman kita 

melakukan akad ujrah khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan 

dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu 

yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihn 

dikemudian hari. 

Ada juga hadis Nabi Saw yang menerangkan tentang ancaman 

bagi orang yang mempekerjakan orang lain akan tetapi tidak 

memberikan upahnya. Dari abu Hurairah ra. 

54  M.I Yusanto,dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, 192 
55 Abu 'Abdurrahman Ahmad bin  'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al- 

Qadi Imam an-Nasa’I, Sunan an-Nasa>’I jilid III, (Beirut, Libanon: Dar al- Fikr cet.I, 1930), 32
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نةَ أَبِي عريره ضِير اللَّه هنع نع بِيلَّى النص هِ اللَّهلَيلَّ عسو قَالَ قَالَ م ا ثَلَاثَةٌ اللَّهأَن 
مهمصخ موةِ ياملٌ الْقِيجطَى ربِي أَع ثُم رلٌ غَدجرو اعا برفَأَكَلَ ح هنلٌ ثَمجرو 
رأْجتا اسفَى أَجِيروتفَاس همِن لَمطِ وعي هرأَج 

“Dari Abu Hurairah ra berkata telah bersabda Rosulullah SAW: Allah 
SWT berfirman ada tiga orang yang akan jadi musuhnya di hari kiamat 
yaitu: seseorang yang memberi janji dengan (nama)Ku kemudian 
berkhianat, dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan 
hasil penjualannya, dan seseorang yang mengambil pelayan lalu ia 
mengambil (tenaganya) dengan cukup tapi tidak memberikan upahnya.” 
(HR. Bukhari). 56 

M.M Babillah dalam menanggapi hadis tersebut 

menginterpretasikan sebagai berikut; “ bisa ditarik suatu analogi 

bahwasanya “upah” adalah merupakan imbalan yang menjadi hak bagi 

pekerja atas pekerjaannya. Jika upah itu belum ditetentuka n dulu, maka 

yang menentukaannya adalah tradisi yang berlaku, dan bagi pekerja atau 

buruh berhak meminta upah yang pantas”. Bila si pekerja telah bekerja 

dengan sempurna sebagaimana permintaan, namun ia tidak diberi upah 

yang menjadi haknya dari hasil kerjanya itu, maka Allah di pihak buruh 

dan memusuhi orang yang merampas haknya. 57 

56 Ibid., 66 
57 Abdul Wahid, Islam dan Idealitas Manusia, dilema anak, buruh dan wanita modern, 

(Yogyakarta: SIPRESS, 1997), 42
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Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, 

maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan 

gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai 

pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan 

diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi 

gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau 

terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh 

dikurangi dari jumlah yang diperjanjikan. 

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan dari Abdullah bin Umar, 

ندِ عبنِ اللَّهِ عب رمولُ قَالَ قَالَ عسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسطُوا وأَع الْأَجِير هرلَ أَجقَب 
 عرقُه يجِف أَنْ

“Dari Abdullah ibn Umar ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda 
Berikanlah upah orang upahan sebelum keringatnya kering.” (HR. 
Ibnu Majah). 58 

Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam 

kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, 

menjelaskan sebagai berikut : Sesungguhnya seorang pekerja hanya 

berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan 

semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat 

58 Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, Sunan Ibnu Majah jilid 
II,(Beirut, Libanon: Darul Fikr, 2004), 20
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dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos 

bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan 

tidak semestinya,  maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya 

(dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. 

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya 

juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam 

“peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban 

kedua belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa 

bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang 

diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban 

perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. 59 

4. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja 

Transaksi ija>rah dilakukan seorang musta’jir dengan seorang aji>r 

atas jasa dari tenaga yang dicurahkannya, sedangkan upahnya ditentukan 

berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang 

dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya 

jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya 

59 http://khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html
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perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang 

dicurahkan. 

Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak 

pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah. Meskipun memang 

benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, 

namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan 

sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut teta p diperlukan. 

Dalam transaksi ijarah haruslah diteta pkan tenaga yang harus 

dicurahkan oleh pekerja sehingga pekerja tersebut tidak dibebani 

dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya. Firman Allah SWT 

dalam al-Qur’an. 

 اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها إِلا نفْسا اللَّه يكَلِّف لا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya”. (QS. Al-Baqarah: 286) 60 

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut  seorang pekerja 

agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas 

kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin 

dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari 

60 \ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan terjemahnya,
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adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga 

pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga 

yang harus dilakukan oleh seorang aji>r. 61 

Syari’at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh 

tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja 

tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena 

mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian 

lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian dan skill 

masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yaitu: 

Artinya: “Dan masing-masing derajat sesuai dengan apa yang mereka 
kerjakan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan- 
pekerjaan mereka sedangkan mereka tiada dirugikan”. (Q.S. Al-Ahqaf : 
19) 

Dari itu dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima 

gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. 

Penangguhan  yang dilakukan tidak boleh mengurangi jumlah gaji yang 

telah tert unda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh 

dikurangi sedikitpun. 

Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang di upah 

itu meninggal, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan. Artinya 

apabila orang yang mengupah itu meninggal, padahal permintaanya 

61 I Yusanto,dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam,195
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sudah dikerjakan oleh orang yang di upah, maka keluarganya wajib 

memberikan upahnya. Apabila yang diupah meninggal dunia sebelum 

menerima upahnya, maka ahli warisnya yang berhak menerima upahnya 

tersebut. 62 

62 Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Kifa>yatual-Akhya>r Terjemah Ringkas Fiqh Islam 
Lengkap, (Jakarta: Rineka Ipta, 1990),168
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BAB III 

PRAKTEK UPAH CATONAN DI DESA CIEURIH KEC. MAJA KAB. 

MAJALENGKA 

A. GAMBARAN UMUM DESA CIEURIH 

1. Keadaan Geografis 63 

a. Letak Daerah 

Desa Cieurih terletak sekitar +15 km di sebelah Timur kota 

Majalengka. Desa Cieurih ini berada di daerah perbukitan yang 

terdapat beberapa bukit, parit dan sungai. Desa Cieurih ini 

berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Desa Kertabasuki 

 Sebelah Selatan : Desa Cipicung 

 Sebelah Timur : Desa Pasanggrahan 

 Sebelah Barat : Desa Kulur 

b. Luas Wilayah 

63 Profil Desa dan Kelurahan 2010-Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempun Dan 
Keluarga Berenana (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka
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Adapun luas wilayah desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka 

seluruhny adalah 390,92 ha. Adapun jika dirinci sesuai pemanfaatan 

tanahnya adalah sebagai berikut: 

45
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TABEL 1 

Luas Wilayh Menurut Pemanfaatannya 

Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka ini terbagi dalam 

tiga dusun yaitu: 

 Dusun Cieurih 

 Dusun Panyindangan 

 Dusun Lamping 

Desa Cieurih ini juga terdiri dari 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun 

Tetangga (RT). 

Dari data di atas dapat diperinci kembali tenta ng keadaan tanah 

pertanian menjadi tiga bagian yang sesuai dengan dusun yang ada yaitu: 

a. Dusun Cieurih 

No Jenis pemanfaatan Luas tanah 
1 Pemukiman 46,710 ha 
2 Pesawahan 131,450 ha 
3 Perkebunan 142, 412 ha 
4 Pekuburan 2,500 ha 
5 Pekarangan 39, 460 ha 
6 Perkantoran 0,042 ha 
7 Luas prasarana umum lainya 28, 346 ha
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Tanah pertania di Dusun Cieurih ini lebih sempit yaitu sekitar 20% 

dari lahan pertanian yang ada  karena padatnya pemukiman penduduk 

dan perkantoran serta tanah pekebunan sehingga tanah untuk lahan 

pertanian tidak cukup tersedia dibanding dengan dusun 

Panyindangan dan dusun Lamping. Akan tetapi keadaan tanahnya 

subur yang disebabkan adanya air irigasi sehingga bisa  ditanami 

padi sepanjang tahun. 

Dusun Cieurih yang terletak paling timur desa Cieurih 

sebagai hulu dari air irigasi yang megalir ke tengah-tengah desa 

kemudian mengalir ketanah pertanian di dusun Cieurih dan dusun 

Lamping. 

b. Dusun Panyindangan 

Tanah pertanian di Dusun Panyindagan ini cukup luas yautu 

sekitar 35% dari seluruh lahan pertanian yang ada, akan teta pi masa 

untuk menanam padi hanya dua kali dalam setahun sisanya ditanami 

oleh sayur atau palawija. Sehingga hasil padi di Dusun Panyindangan 

tidak maksimal. 

Karena tidak adanya sumber air tetap yang bisa mencukupi 

lahan pertanian sepanjang tahun, sehingga lahan di dusun 

Panyindangan kurang subur. Akan tetapi walaupun tanahnya tidak
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bisa ditanami padi sepanjang tahun, mereka bisa memanfaatkan 

tanah itu dengan baik untuk sayuran atau palawija, bahkan 

penghasilan mereka dari sayur itu bisa melebihi penghasilan dari 

padi. Sehingga dusun panyindangan menjadi salah satu penghasil 

sayur yang produktif di daerah kecamatan Maja. 

c. Dusun lamping 

Lahan pertanian di dusun lamping merupakan lahan pertanian 

paling luas di desa Cieurih yaitu sekitar 45% dari seluruh lahan 

pertanian di desa Cieurih. Adapun kesuburan tanah di dusun lamping 

adalah paling subur dari pada tanah di Dusun Cieurih dan dusun 

Panyindangan sehingga hasil padi di Dusun Lamping maksimal, 

karena adanya air irigasi yang mengalir dari dusun Cieurih. Sehingga 

tanahnya bisa ditanami padi sepanjang tahun. Walaupun kadang ada 

yang diselingi dengan sayur atau palawija. 

Jenis tanah di desa cieurih walaupun ada sedikit perbedaan 

antar dusun akan tetapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil 

panen padi yang ada. 

Untuk kepemilikan tanah pertanian di Desa Cieurih itu tidak 

dibatasi oleh dusun. Sehingga banyak orang Cieurih yang punya
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tanah pertanian di daerah Lamping atau Panyindangan begitupun 

sebaliknya. 

2. Keadaan Demografis 

a. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data statistik dari Profil Desa dan Kelurahan 

2010-Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempun Dan 

Keluarga Berenana (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka, dapat 

diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Cieurih  secara keseluruhan 

berjumlah 2944 jiwa/orang. 

Jika melihat jumlah penduduk di atas yang cukup padat dan 

tidak meratanya kepemilikan sawah, ini sangat berpengaruh terhadap 

pola kehidupan bermasyarakat di desa Cieurih. Salah satu bentuk 

yang ditimbulkan dalam bidang pertanian yaitu adanya catonan. 

b. Mata Pencaharian penduduk
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Mata pencarian masyarakat Desa Cieurih kec. Maja, 

Kabupaten Majalengka mayoritas adalah petani, baik sebagai buruh 

tani maupun penggarap tanah sendiri. Desa cieurih yang terletak di 

perbukitan yang wilayahnya mayoritas perkebunan dan pesawahan, 

tanaman yang banyak di tanam adalah padi dan sayur-sayuran seperti 

bawang merah, cabi hijau. Sedangkan di ladang atau di lahan 

perbukitan atau dataran yang agak tinggi biasanya ditanami dengan 

jagung. 

Sebagian penduduk ada juga yang menjadi PNS dan 

Pedagang. Jika dipersentasikan mata pencarian masyarakat Desa 

Cieurih Kec. Maja Kab. Majalengka adalah sebagai berikut: 64 

No Mata pencaharian Jumlah persentase 
1 Tani 10% 
2 Buruh tani 80 % 
3 PNS/ TNI Polri 2 % 
4 Swasta 5% 
5 Lain-lain 3% 

Dari data di atas sangat terlihat perbedaan yang terjadi di 

masyarakat antara tani dan buruh tani. Faktor yang sangat 

berpengaruh di masyarakat sehingga praktek catonan sampai 

sekarang masih berlaku di masyarakat, karena satu kali proses dalam 

64 Profil Desa dan Kelurahan 2010-Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempun Dan 
Keluarga Berenana (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka.
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catonan itu bisa mempekerjakan beberapa orang sekaligus. Mulai dari 

orang yang mencangkul dan yang menanam padi. Dalam proses 

pertanian itu juga banyak pekerjan yang membutuhkan orang banyak 

tidak hanya mencangkul atau panen saja,
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3. PRAKTEK CATONAN DI DESA CIEURIH KEC. MAJA KAB. 

MAJALENGKA 

1. Latar Belakang Dan Faktor Masyarakat Melakukan Praktek Catonan 

Di desa Cieurih faktor utama dalam kepemilikan tanah adalah 

dari keturunan atau kedudukan seorang di masyarakat. Walaupun ada 

juga yang dengan usahannya sendiri sehingga mempunyai tanah milik 

tapi hanya sebagian kecil saja. Adapun orang yang dapat membeli tanah 

itu biasanya hasil dari kerja ke luar negri atau usaha ke kota-kota besar 

seperti Bandung dan Jakarta. Kepemilikan tanah yang tidak merata 

khususnya pesawahan sehingga dalam kehidupan sehari-hari terlihat 

adanya kesenjangan antara yang memiliki tanah garapan dan yang tidak 

mempunyai tanah garapan. 

Bagi mereka yang punya tanah garapan tapi tidak bisa mencukupi 

untuk kehidupan sehari-hari, atau yang tidak punya tanah garapan. Salah 

satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menambah pemasukan dan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebagian besar menjadi 

buruh tani, yaitu dengan menggarap lahan pertanian orang lain, menjadi 

buruh cangkul, ikut nyatoni atau catonan dan lain-lain. 65 

65 Kenda, Wawanara, Majalengka, 15 Juni 2011
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Pada dasarnya Catonan adalah bentuk kerjasama antara pemilik 

sawah dan buruh tani, karena orang yang punya sawah tidak mungkin 

menggarap sawahnya sendirian, sehingga mereka membutuhkan orang 

lain untuk membantu menggarap sawahnya. Begitupula buruh tani yang 

membutuhkan pekerjaan. 

Karena menjadi suatu adat di masyarakat desa Cieurih sekecil 

apapun sawah garapannya mereka biasanya menyuruh orang untuk 

Catonan yaitu menyuruh orang untuk menanam padi di sawahnya tapi 

tanpa diberi upah pada waktu itu juga.  Dan orang yang ikut menanam 

padi itu berhak untuk ikut panen dan berhak untuk mendapatkan bagian 

dari hasil panennya. Karena anggapan di masyarakat mereka lebih mudah 

mengeluarkan barang dari pada mengeluarkan uang. 

2. Praktek Akad Upah Catonan 

Proses dalam pelaksanaan upah catonan di desa Cieurih Kec. 

Maja Kab. Majalengka cukup sederhana. Dimulai ketika orang yang 

mempunyai sawah ingin menanami sawahnya, lalu mencari beberapa 

orang untuk menanami sawahnya, setelah ditentuka n waktunya dan 

sudah sepakat maka dari situ dimulailah adanya hubungan perburuhan 

catonan.
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Dalam menyuruh ini sudah terjadi perjanjian perburuhan 

walaupun tidak terdapat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan yang 

menyebutkan berapa upah yang akan didapat, juga tidak disebutkan 

bahwa nanti ikut panen. Karena sudah kebiasaaan di masyarakat ketika 

menyuruh menanam, berarti orang itu sudah tahu bahwa upahnya harus 

menunggu panen dan walaupun tidak disuruh untuk ikut panen pada 

waktu panen nanti, juga sudah mengerti ketika disuruh untuk menanam 

berarti sekalian memanen. 

Walaupun transaksi itu sangat simpel, akan tetapi agar yang 

punya sawah itu tidak lupa siapa saja yang menanam, mereka mencatat 

siapa saja yang disuruh untuk menanami sawahnya. Sehingga ketika 

waktunya panen tidak bingung atau salah menyuruh orang. 

Ketika yang berhak atau yang disuruh panen itu meninggal dunia 

sebelum waktu panen tiba, maka yang berhak untuk menggantikan orang 

tersebut adalah ahli waris dari orang yang meninggal tersebut. 66 

3. Waktu Kerja Dalam Praktek Catonan 

Waktu kerja dalam praktek catonan adalah dua kali masa kerja 

yaitu waktu ketika menanam padi dan waktu panen. Waktu kerja ketika 

menanam padi dimulai sekitar jam 7 pagi  dan waktu istirahatnya sekitar 

66 Sapi’I Wawanara, 9 Juni 2011
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jam 10. Kemudian di lanjutkan sampai selesai sekitar jam 1 atau jam 2 

siang. Cara kerja dalam menanam juga berpengaruh terhadap cara kerja 

nanti ketika panen. Yaitu ditentuka n tempat masing atau bareng-bareng. 

Adapun waktu kerja ketika panen itu tidak jauh berbeda dengan 

waktu kerja ketika menanam. Akan tetapi dilihat dari cara kerjanya 

ketika menanam. Jika cara kerjanya ditentuka n, maka waktu panenpun 

tidak serentak  tergantung yang memanen, dan jika cara kerja ketika 

menanam itu bareng-bareng maka waktu dalam panenpun sama dengan 

waktu menanam. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masa kerja ketika panen 

yaitu tanaman. Ketika tanamannya baik dan sehat waktu yang 

dibutuhkan cukup cepat. Jika tanamannya kurang baik seperti tangkainya 

rapuh, rubuh dan gampang patah, maka para petani akan kesulitan dalam 

menuai padi dan panennya sehingga waktu kerja pun cukup lama. 

Jumlah pekerja yang di suruh itu disesuai dengan luasnya sawah 

yang akan ditanami, biasanya dalam 1 hektar sawah bisa ditanami oleh 

sekitar 30 orang pekerja, makin luas sawahnya maka makin banyak 

orang yang bekerja. Para pekerja yang menanan padi itu bisaanya 

perempuan. Kebanyakan perempua yang menanami adalah istri-istri dari 

orang yang mencangkul sawah tersebut. Untuk mencangkul sendiri,
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upahnya itu ditentukan di awal dan kontrak kerjanya harian, sedangkan 

untuk upah bagi yang menanam padi mereka harus menunggu waktu 

panen mereka berhak mendapatkan bagian atau ikut nyatoni. 

Ketika waktu panen tiba sehari sebelumnya, orang yang punya 

sawah memberi tahu orang-orang yang sebelumnya disuruh menanam, 

untuk ikut menuai padi atau panen. 

Jika orang yang disuruh itu berhalangan untuk panen pada 

waktunya maka diberi lahan secukupnya untuk dipanen menyusul pada 

siang harinya, atau sore harinya bahkan mungkin keesokan harinya. 

Biasanya jika orang tersebut berhalangan maka dia menyuruh orang 

untuk mewakili dirinya, dan orang yang disuruh tersebut kasih upah 

uang sekitar 25.000. Adapun  hasil panen dari orang yang mewakilinya 

itu  teta p menjadi hak milik orang yang berhalangan tadi. 67 

Dalam proses panen ada dua cara yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat Desa Cieurih. 68 

a. Tertentu 

Luas garapan atau yang menjadi hak orang yang memanen untuk 

dipanen adalah seluas hasil ketika dia menanam padi di awal, jadi 

67 Kenda, Wawanara, Majalengka, 15 Juni 2011 
68  Idi Setiadi, Wawancara, Majalengka, 10 Juni 2011
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di awal  ketika menanam sudah ditentuka n tempat dan luas yang 

harus ditanam oleh masing-masing orang. Kelebihan dari cara ini 

orang tidak akan berebutan lahan ketika waktunya panen. 

Kekurangannya terkadang panennya tidak serempak karena sudah 

punya lahan masing-masing. 

b. Sedapatnya dan semampunya 

Yaitu tidak dibatasi dan tidak ditentuka n tempat yang menjadi 

haknya, mereka serentak menuai padi dulu sampai habis dan 

dikumpulkan di tempatnya masing-masing, agar tidak tercampur 

antara hasil kerja yang satu dengan yang lainnya. Jadi siapa yang 

mampu menui padi banyak maka hasil catonannya pun akan lebih 

banyak walaupun perbedaanya sedikit. 

4. Pembagian Hasil Catonan 

Ada beberapa hitungan yang biasa dilakukan dalam catonan, hal 

ini tergantung kebisaaan yang ada dimasyarakat tersebut, ada yang 

memakai hitungan 4:1, ada pula yang memakai hitungan 9:1. Adapun di 

desa Cieurih sendiri hitungan yang bisa dipakai dalam catonan adalah 6:1 

atau orang Cieurih bisa mennyebutnya enam ketujuh, maksudnya yaitu, 

padi yang dihasilkan oleh tiap buruh tani itu  ditakar. Takaran  1 sampai
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6 itu untuk yang punyah sawah dan takaran yang ke tujuah untuk yang 

panen/ buruh tani. 

Alat untuk menghitungpun sangat sederhana biasanya memakai 

piring, dan yang menakar padi tersebut adalah yang punya sawah. Jarang 

sekali orang memakai alat itung yang baku seperti kilogram. Sehingga 

ini sangat subyektif sekali, dimungkinkan terjadi kecurangan yang bisa 

dilakukan oleh yang punya sawah. 

Adapun pendapatan yang bisa didapat oleh setiap orang yang ikut 

catonan ditentuka n oleh kualitas padi dan juga dipengaruhi oleh 

kerajinan si pekerja. Padi yang bisa mereka dapatkan sebagai upah 

kerjanya berkisar antara 25-30 kg gabah bersih bahkan bisa lebih. Ketika 

diuangkan ini maka bisa mencapai 100.000 lebih. Pendapatan ini jauh 

lebih besar dibanding jika mereka dibayar dengan uang yang berkisar 

50.000-60.000 ribu saja. 

Ketika tanaman itu kurang bagus maka pendapatan merekapun 

sedikit, dan yang mereka dapatpun tergantung keadaan, bisa diperkirakan 

ketika tanamannya kurang baik pendapatannya sekitar 10 kg bersih. 

Bahkan mungkin ketika tanamn itu terkena hama yang menghabiskan 

padi, atau bencana alam yang menghabiskan padi maka mereka tidak 

mendapatkan apa-apa.
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Ketika tanaman itu terkena hama yang parah mereka malas untuk 

ikut memanen, mereka lebih memilih untuk tidak ikut panen. Sehingga 

banyak sawah ketika terkena hama yang cukup parah pemilik sawah 

membiarkan sawahnya begitu saja, tidak diberi pupuk atau yang lainnya, 

dengan pertimbangan menghabiskan biaya, tidak sesuai dengan 

pengeluaran dan buruh tani yang memanen pun jarang sekali yang mau 

ikut panen. 

Dalam praktek catonan ini tidak termasuk pemberian makan bagi 

para pekerja baik ketika menanam ataupun ketika panen. Kebanyakan 

masyarakat member makan baik ketika menanam ataupun ketika panen. 

Akan teta pi ada juga yang hanya memberikan makan-makan ringan saja. 

5. Pandangan Masyarakat Tentang Catonan 

Catonan sudah menjadi rutinitas di dalam kehidupan pertanian di 

Jawa Barat khususnya di desa Cieurih. Bahkan jika ada orang yang 

memberi upah langsung berupa uang atas pekerjaannya menanam padi 

atau tidak memakai catonan, orang itu bisa disebut orang pelit. 69 Karena 

ketika dikalkulasi antara hasil catonan dan upah berupa uang itu 

selisihnya jauh berbeda bisa sampai dua kali lipat atau lebih, bahkan 

karena upahnya yang lumayan itu ada juga yang menawarkan diri untuk 

bisa ikut catonan. 

69 Mimin, Wawanara, Majalengka, 12 Juni 2011
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Selain itu ketika orang ikut catonan seakan-akan mereka punya 

infestasi walaupun ketika menanam padi mereka tidak dibayar, dan 

mereka ikut memantau dalam perkembangan tanaman padinya itu. Ini 

secara otomatis akan menimbulkan hubungan emosional antara yang 

punya sawah dan orang yang bekerja menanam padi. Ketika ditanya 

bagaimana ketika tanaman itu terkena hama mereka berkata “etamah 

lain milik sarerea” artinya itu mungkin bukan rizkinya kita bersama. 70 

Karena ketika panennya tidak sesuai dengan yang diharapkan 

baik-petani maupun buruh tani sama-sama dirugikan. Begitu juga ketika 

panennya bagus, pasti petani dan buruh tani sama-sama beruntung, 

karena sama-sama mendapatkan banyak hasil panen dan catonan. 

Ketika beberapa pemilik sawah atau petani disuruh memilih 

antara memberi upah dengan uang atau dengan padi. Sebagian besar 

mereka menjawab karena sudah tradisi di Desa Cieurih maka mereka 

lebih memilih memberikan upah berupa padi. Selain tidak harus 

mengeluarkan uang di awal juga mereka merasa terbantu dengan adanya 

buruh tani yang ikut menanam dan panen. 

Adapun catonan menurut tokoh masyarakat desa Cieurih 

hukumnya boleh. Mereka beralasan karena sudah menjadi kebisaaan dan 

sudah adanya saling merelakan antara yang punya sawah dan yang 

70 Udi, Wawanara, Majalengka, 12 Juni 2011
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bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an  yang menjadikan 

saling merelakan dasar dalam bermuamalah, 71 

Ada juga yang berpendapat bahwa dibolehkannya catonan itu 

diharuskan adanya kejelasan akad di awal sebagai tanda saling merelakan 

agar di kemudian hari tidak ada yang merasa dirugikan. Karena banyak 

bentuk upah dalam masalah ini jadi tergantung kebisaaan di daerah 

tersebut. Dengan berdalih padan qaidah fiqhiyah yaitu al-‘a>dah al- 

muhakamah. 72 

71  Idi Setiadi, Wawancara, Majalengka, 10 Juni 2011 
72 Duding Saprudin, Wawancara, Majalengka, 15 Juni 2011
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH CATONAN DI DESA 

CIEURIH KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA 

A. Rukun dan syarat yang berakad 

Catonan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh 

dalam kehidupan mereka. Catonan juga sebagai identitas suatu komunitas 

petani di desa-desa yang ada di daerah Jawa Barat. Dalam catonan terdapat 

nilai nilai social dan moral yang sangat di hormati oleh masyarakat seperti 

tolong menolong dan gotong royong. 

Catonan yang terjadi di desa Cieurih merupakan kebiasaan yang terjadi 

secara terus menerus di masyarakat. Sehingga dalam prakteknya sudah sama- 

sama di ketahui baik oleh yang punya sawah atau pun buruh tani. Karena antara 

petani dan buruh tani sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka 

terima, disini telah terjadi kerelaan atau antara>din antara petani dan buruh tani. 

Adapun para pihak yang berakad dalam system catonan ini adalah 

1. Para pihak yang membentuk akad yaitu petani yang punya sawah dengan 

orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus nanti panen. Walau 

pada prakteknya nanti, ketika pada waktu panen orang yang di suruh 

bekerja itu berhalangan, biasanya dia akan menyuruh orang lain untuk 

61
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menggantikannya dengan imbalan upah harian. Tapi teta p yang berhak 

mendapatkan catonan adalah orang yang disuruh langsung oleh si pemilik 

sawah. Kedua belah pihak sama sama seorang yang balig, berakal dan cakap 

hukum.  Sehingga dalam kaitannya dengan para pihak tidak ada yang 

bertenta ngan dengan ajaran islam. 

2. Pernyataan kehendak para pihak atau kesepakatan kedua belah pihak untuk 

melaksanakan catonan. Dalam catonan antara mu’jir dan musta’jir sama- 

sama saling membutuhkan sehingga tidak dimungkinkan adanya paksaan 

dari salah-satu pihak. Dalam catonan juga antara mu’jir dan musta’jir yang 

menjadi pertimbangan adalah hukum adat yang berlaku di desa Cieurih. 

Hukum yang sudah terbentuk di masyarakat sebagai identitas suatu 

kelompok sehingga catonan sudah menjadi suatu adat yang sudah 

mengakar di masyarakat dan patut  untuk di pelihara. 

Ketika orang itu bisa melaksanakan pekerjaan awal yaitu menanam 

padi maka kesepakatan itu bisa di teruskan hingga nanti waktu panen. Tapi 

jika pekerjaan awal atau menanam itu tidak bisa maka akan mencari orang 

lain lagi yang bisa. Hal ini sesuai dengan apa yang di terangkan dalam BAB 

II yaitu antara>din sebagaimana hadis di  muka yang di riwayatkan dari Abi 

Sa’id al- Khudri
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B. Analisa dari segi Objek akad 

Obyek akad yaitu pekerjaan menanam dan menuai padi. Walaupun kunci 

akad dalam catonan itu tergantung kesepakatan di awal. Jika yang di suruh itu 

bisa melakukan pekerjaan awal yaitu menanam padi maka otomatis dia juga 

berhak atas pekerjaan yang kedua atau panen. Obyek akad dalam upah catonan 

adalah pekerjaan yang harus di kerjakan oleh musta’jir yaitu menanam dan 

menuai padi, Sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran islam. Karena dasar dalam 

bermuamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. 

C. Analisa dari segi Masa kerja 

Waktu kerja dalam catonan cukup jelas yaitu pada waktu menanam padi 

dan waktu panen. Adapun jamnya itu disesuaikan menurut luas sawah dan 

jumlah pekerja, biasanya dimulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Ini sudah 

sesuai dengan ajaran islam yang mengharuskan kejelasan masa kerja. 

Walaupun tidak ada waktu yang pasti berapa lama waktu yang 

diperlukan akan teta pi yang di pakai adalah kebiasaan masyarakat yang ada di 

desa Cieurih. Yang punya sawah bia memperkirakan berapa orang yang akan 

menanami sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan yang menanam. 

Hal itu diperbolehkan oleh ajaran islam, kerna sudah ada kesepakatan antara 

kedua belah pihak dan sudah sama-sama mengetahui konsekwensi sebagaimana
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di jelaskan dalam BAB II
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D. Analisa dari segi Upah 

Upah dalam catonan tidak secara jelas berapa nominalnya. Karena harus 

menunggu masa panen terlebih dahulu, teta pi ada ukuran yang biasa di pakai 

untuk menentukan berapa upah yang diperoleh oleh buruh tani yaitu 1:6 dari 

hasil panen yang mereka dapatkan. Adanya penentuan upah catonan dengan 

ukuran 1:6 ini adalah ketentua n yang sudah terjadi di desa Cieurih sampai 

sekarang. Ukuran yang ada di desa Cieurih ini sudah ukuran setandar upah 

catonan yang ada di dalam adat masyarakat Jawa Barat. 

Walaupun ini kurang sesuai dengan beberapa hadis Nabi di muka, yaitu 

memberitahukan berapa upah yang didapat oleh buruh tani,  tetapi dengan 

adanya ukuran yang biasa dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh 

tani berapa upah yang akan mereka terima. 

Hadis nabi yang menjelaskan agar seorang majikan memberitahukan 

upah yang akan di berikan, Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara 

bagaimana kita melakukan akad ija>rah, khususnya terkait dengan jumlah upah 

yang harus dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak merupakan sesuatu yang 

harus di ketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.
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Akan teta pi ada juga hadis Nabi dari Ibnu Sirin berkata, Nabi SAW 

bersabda: Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka. (HR. Bukhari) 

Hadis tersebut memuat syarat-syarat pembayaran gaji. Kalau dalam 

akad di atas, masalah penundaan pembayaran upah ada ditentuka n penundaan 

gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan 

semulanya. 

Adapun praktek catonan yang menangguhkan upah sampai waktu panen 

tiba mungkin seakan-akan kurang sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah. Akan teta pi hadis tersebut walaupun mengandung kata 

perintah akan teta pi ini hanyalah etika dalam melakukan akad ija>rah, yakni 

memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Karena menurut ibnu Hajar 

kedudukan hadis ini adalah lemah. sehingga tidak bisa di jadikan sebgai 

perintah wajib. Hanya anjuran untuk memberikan upah kepada pekerja secepat 

mungkin. 

Dalam hal catonan ini yang menjadi masalah adalah memberikan upah 

dari sebagian pekerjaan yang disewa, para ulama sendiri berbeda pedapat 

diantaranya yang tidak memperbolehkan adalah Syafi’iyah dan Hanafiyah 

mereka berdalil dengan hadis Nabi yang melarang upah qafiz tukang giling. 

Maksudnya adalah seseorang meminta orang lain menggilingkan beberapa qafiz 

tert entu dengan upah sebagian qafiz yang digiling.
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Sedangkan yang membolehkan adalah ulama Malikiyah dan Hanabilah 

mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Adapun 

hadis yang di jadikan dalil oleh ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah di atas 

dianggap tidak s}ahih menurut mereka. 73 

Lebih spesifik lagi ulama Hanabilah membolehkan apa yang ada di 

dalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan untuk memberikan 

sebagian gandun atau padi bagi yang mengeringkan atau membawanya 

Juga yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem upah catonan 

adalah hukum adat yang telah berlangsung lama, yang mengandung nilai-nilai 

sosial tinggi seperti tolong-menolong dan gotong-royong yang sangat 

dianjurkan dalam agama islam. 

73 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu. 401
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya 

mengenai praktek pengupahan bagi buruh tani dengan sistem catonan di desa 

Cieurih kec. Maja Kab. Majalengka di tinjau dari perspektif hukum islam dapat 

di simpulkan bahwa: 

1. Praktek upah catonan adalah sistem perjanjian kerja antara petani (pemilik 

sawah) dengan buruh tani (yang bekerja untuk menanam dan panen padi) 

untuk melakukan kerja menanam padi dan panen padi dengan upah sebagian 

dari hasil penen yang di dapatkan dengan ukuran 6:1 yang diberikan setelah 

panen selesai. 

2. Hukum sistem catonan menurut islam adalah boleh, karena telah memenuhi 

rukuin dan syarat ija>rah, selama ini tidak ada yang merasa di rugikan, selain 

itu juga karena sistem catonan merupakan hukum adat yang sudah mengakar 

dalam kehidupan masyarakat yang banyak mengandung nilai-nilai moral dan 

sosial yang tinggi. Kebolehan sistem catonan juga diungkapka oleh ulama 

Hanabilah dan Malikiyah, adapun ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah 

menghukumi sistem catonan itu haram karena dianggap mengandung 

ketidakjelasan upah. 

67
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B. Saran 

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma 

dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Begitu 

pula dalam penentuan upah sebaiknya di tentuka n berapa nominal pastinya.  

Agar tidah ada yang merasa di rugikan dikemudian hari. Walaupun 

semuanya tergantung kesepakatan diawal. 

2. Sebaiknya semua yan berkaitan dengan catonan itu di sebutkan di awal 

ketika akad terjadi baik masa kerja, upah yang di berikan, apakah di beri 

makan atau tidak atau ukuran catonan yang di pakai. Alat untuk menghitung 

catonan seharusnya memakai ukuran yang standar yaitu kiloan atau 

sejenisnya agar tidak terjadi kecurangan dalam pembagian catonan. 

Sehingga rasa keadilan itu bisa tercapai.
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